
105 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku-Buku 

Afdalis, Penelantaran Tanah Hak Milik, Skripsi. Makassar : Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin, 2016 

Ali, Faried, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legistatif Indonesia, Jakarta : 

Rajagrafindo Persada, 1997 

Anwar, Syarifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003 

Asikin, Amiruddin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 2012 

Bosu, Benny, Perkembangan Baru Sertipikat (tanah, tanggungan, dan 

condominium), Jakarta : PT. Medisa, 1997 

Dewi, Eli Wuria, Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah, Yogyakarta : Yogyakarta 

Buku Pintar, 2014 

Ginting, Darwin, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis (Hak 

Menguasai Negara dalam sistem hukum Pertanahan Indonesia), Bogor : 

Ghalia Indonesia, 2010  

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research Jilid 1, Yogyakarta : Fakultas Psikologi 

UGM, 1993 

Harsono, Prof Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan Ketiga : Sejarah 

Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, 

Jakarta : Universitas Trisakti, 2016 

Hermit, Herman, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara 

dan Tanah Pemda, Bandung : Mandar Maju, 2004 

Kansil, Cst, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N 

Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009 

Lubis, Mhd Yamin dan Abd Rahman Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Jakarta : 

Mandar Maju, 2008 

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, 2014  

_____________________, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, 2005 

_____________________, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana, 2008 



106 
 

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 2010 

Ph D, Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988 

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya, 2014  

Rato, Dominikus, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, 

Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010 

Santoso, Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta : Prenada 

Media Group, 2010 

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitiam Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Jakarta : Rajawali Pers, 2001 

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 2008 

Tanaya, Velliana, Perbuatan Melawan Hukum, Tangerang : Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan, 2018 

Ultrect, E, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Ichtiar, 1957 

Wahid, DR. Muchtar, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta 

: Republika, 2008 

 

Jurnal-Jurnal 

Denira Palmanda Sedana & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Kedudukan dan 

Kekuatan Surat Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara 

Perdata, Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 03, Mei 2018, Bali : Fakultas 

Hukum Universitas Udayana, 2018 

Dewa Ayu Widya Sari, et.al., Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, Jurnal Acta Comitas, Bali : Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, 2017 

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam 

kaitannya dengan Putusan Kepailitan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, 

Volume 14 Nomor 2, Mei 2014, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas 

Gajah Mada, 2014 



107 
 

Yenny Puspita, Yessi Fitriani, Sri Astuti, Jurnal Selamat Tinggal Revolusi 

Industri 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0, Palembang : 

Universitas PGRI Palembang 

Yuyun Mintaraningrum, Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang Nomor 24/G/TUN/2000/PTUN. Smg, Jurnal Aspek Kepastian 

Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan 

Pertanahan Nasional 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 1997 

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

58 Tahun 2008 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 

Tahun 2016 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda 

Tangan Elektronik 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021  



108 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Saturan Rumah Susun, dan Pendaftaran 

Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 

Website 

PengertianTentangTanah”,<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/1234567

89/5150/F%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> , diakses 16 

Oktober 2018   

 


